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RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT 

Administrative, Technical & Commercial Requirement 

Time Charter Vessel Procurement 

CHARTERING DEPT. 

 
 
 
 
 
 
 

Type of Vessel MR – WO 
MIN. COT 34,000 M³ 

Number of Unit 1 
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KEPADA : CHARTERING MANAGER
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B A B   I 

 
PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI 

  
 

A. KETENTUAN UMUM 

1. Pelaksanaan 
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19. Freight Cost akan dihitung dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut: 

a. Harga sewa 

b. Port charges (sesuai ukuran Kapal) 

c. Kecepatan kapal (sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina yang akan 
digunakan sebagai parameter perhitungan dan dijaminkan dalam bentuk II), bila tidak 
akan didiskualifikasi. 

d. Pemakaian bahan bakar 

Perhitungan freight cost akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) 
sesuai dengan jenis bahan bakar yang ditawarkan oleh pemilik kapal. 

e. Cargo Tank Capacity (COT) sesuai dengan spesifikasi Pertamina. 

Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam 
surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi resiko 
peserta. 

B. PERTAMINA SAFETY APPROVAL 

1. Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini wajib untuk telah memiliki 
Pertamina Safety Approval (PSA) dari fungsi SMR Pertamina yang menyatakan bahwa kapal 
accepted / dapat diterima untuk di operasikan oleh Pertamina. 

2.
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b. Dalam hal terdapat 1 (satu) kapal yang ditawarkan oleh 2 (dua) perusahaan yang berbeda, 
maka Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan peserta yang 
diperkenankan untuk menawarkan atau peserta yang didiskualifikasi, dengan terlebih 
dahulu melakukan analisa dan klarifikasi perihal keabsahan Power of Attorney (POA) yang 
didapatkan oleh peserta yang menawarkan tersebut mengacu ketentuan yang diatur butir 
(a) diatas. 

11. Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam BAB 
3 dalam RKS ini, dalam hal kapal off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking 
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan form Charter Party PERTATIME III, pemilik kapal 
berkewajiban untuk menyediakan kapal substitusi. 

12. Pemilik kapal menjamin kecepatan kapal sesuai dengan kecepatan yang dijaminkan pada 
bentuk II dokumen penawaran. Dengan ketentuan jaminan kecepatan tersebut berlaku jika 
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E. TATA TERTIB PENGADAAN 

 

1. Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat 
dianjurkan untuk mengikuti, agar dapat mengetahui penetapan-penetapan atau perubahan-
perubahan yang terjadi pada saat prebid. 

2. Peserta pengadaan yang tidak mengikuti prebid meeting diwajibkan untuk tunduk pada 
ketetapan yang diputuskan dalam prebid. 

3. Kotak penawaran akan ditutup/closing tepat pada waktu closing yang telah ditetapkan sesuai 
penunjuk waktu (jam) yang tertera di ruang pengadaan. 

4. Penawaran yang diajukan setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran akan 
didiskualifikasi. 

5. Setelah memasukkan penawarannya ke dalam kotak penawaran, peserta pengadaan 
diwajibkan untuk masuk ke dalam ruang pengadaan. 

6. Setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran, peserta pengadaan tidak 
diperkenankan untuk mengajukan atau melakukan perubahan/revisi atas data atau keterangan 
yang telah disampaikan dalam surat penawaran, bentuk II atau dokumen lainnya. 

7. Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan 
secara tertib. Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, 
menjawab pertanyaan dan klarifikasi dengan mengacu peraturan dan prosedur yang berlaku. 
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BAB II 
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Lampiran I 

Surat Penawaran – Bentuk I 

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Pemilihan langsung) 
 

S U R A T   P E N A W A R A N 
 Nomor : 

 
Kepada Yth  : Chartering Manager - Shipping 

Marketing & Trading Directorate  

Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara 
 

Perihal   : Penawaran _____   ____________________________ 
 

  
Dengan Hormat, 
 
Berdasarkan Invitation to Bid PT. Pertamina (Persero) No. ................................. Tanggal ........................ 
berkenaan dengan proses Pengadaan Kapal ..............................., kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
 Nama  :  __________________________________________________ 
 Jabatan  :  __________________________________________________ 
 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : 
 
 Perusahaan : PT._______________________________________________ 
 Alamat  : __________________________________________________ 
 NPWP  : __________________________________________________ 
 
Setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama Invitation to Bid dan Rencana Kerja dan Syarat-
syarat (RKS) untuk mengikuti Pelelangan dan Lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan maupun 
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Selanjutnya data-data teknis kapal yang kami ajukan dalam Surat Penawaran, bilamana terdapat hal-hal 
yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada waktu kapal disurvey sebelum delivery maka 
semua risiko yang timbul (misalnya biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk survey kapal, pajak-pajak yang 
telah dibayar di muka dan risiko-risiko lainnya) sehingga dapat mengakibatkan pembatalan charter, maka 
semuanya menjadi tanggung jawab dan beban kami sepenuhnya. 
 

b. Kami akan tunduk dan mematuhi pula semua ketentuan SK Direksi Pertamina No. Kpts-025/C00000/2011-
S0 tanggal 08 April 2011 perihal Pedoman Pengadaan Kapal Charter serta ketentuan-ketentuan/peraturan-
peraturan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan proyek tersebut. 

 
c. Jumlah harga penawaran (Charter Hire Rate) tersebut di atas sudah termasuk keuntungan, Overhead cost, 

semua jenis pungutan yang berlaku saat ini dan semua biaya-biaya yang menjadi beban/tanggung jawab 
Owners, baik yang ditentukan dalam Form Charter Party (Time Charter) maupun yang telah ditetapkan 
dalam TOR dan Berita Acara Penjelasan Lelang. 

 
d. Pajak-pajak yang berlaku di Indonesia yang dikenakan atas jumlah kotor uang sewa bulanan yang telah 

disetujui (PPh badan dan Undang-Undang Pajak Indonesia_ dan pajak atas penghasilan Awak Kapal, akan 
menjadi tanggungan Pemilik, berdasarkan peraturan yang berlaku dan perubahan-perubahannya, kecuali 
pajak pertambahan nilai (PPN). 

 
Semua pajak penghasilan atas badan harus dibayar dan dilaksanakan di muka untuk tiap-tiap bulan dan 
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Lampiran IV 

Pakta Integritas Peserta Pengadaan 

 

PAKTA INTEGRITAS 
 
Kepada Yth : 
Chartering Manager 
Direktorat Pemasaran dan Niaga - Perkapalan 
PT PERTAMINA (PERSERO) 
 
Dengan hormat, 
 
Sehubungan dengan keikutsertaan kami, PT/CV  ______________ (“Perusahaan”) yang beralamat di 
___________________, dalam proses pengadaan barang/jasa untuk Pekerjaan 
_________________ atas Invitation to Bid No. ____________, dengan ini kami menyatakan  hal-hal 
sebagaimana diuraikan berikut : 

 
1. Bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar, sehingga apabila dikemudian hari 

ditemukan adanya ketidaksesuaian atas informasi dimaksud, maka Perusahaan bersedia 
menerima sanksi administrative sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina (Persero), yaitu 
sesuai SK Direksi No. Kpts – 034/C00000/2010-S0 tanggal 2 Juni 2010. 
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Lampiran VI 

Contact Address 

 

1. Chartering 

 

Ship Procurement Tanker White 

Erfien Purwanto 

+6221 4301086 Ext 8661 

+62 811 930 1911 (Mobile) 

erwien@pertamina.com 

Asriningrum Lestari 

+6221 4301086 Ext 8316 

+62 816 426 2844 (Mobile) 

asriningrum.lestari@pertamina.com 

Vania Gita Pratiwi 

+6221 4301086 Ext 8550 

+62 813 2804 9046 (Mobile) 

vania.pratiwi@pertamina.com 

 

Ship Procurement Tanker Crude & Black Oil 

Abdullah Faishol 
+62 21 430 1086   Ext 8343 
+62 812 1090 138 (Mobile) 
abdullah.faishol@pertamina.com 

Ade Aulia Safitri 
+62 21 430 1086 Ext 8430 
+62 811 930 1912 (Mobile) 
ade.safitri@pertamina.com 

 

Ship Procurement Tanker Gas & Non Fuel 

 

 

2. Safety Management Representative 

 

Tommy Timisela 

+6221 4301086 Ext 8274 

+62 813 8400 4732 (Mobile) 

tommy.timisela@pertamina.com 

Heinrich Parera 

+6221 4301086 Ext 8669 

+62 813 9888 4441 (Mobile) 

mailto:yenni.rahmawati@pertamina.com

